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BAB 2

Tinjauan Tentang Hak Tanggungan

2.1. Pengertian Hak Tanggungan dan Dasar Hukumnya

Berbicara tentang Hak Tanggungan, tidak dapaepged dari sejarah
hukum jaminan pada umumnya di Indonesia setelalangedunia Il yang
mengalami perkembangan yang lamban. Dalam artk ttdgadi pembaharuan
hukum ataupun pengaturan-pengaturan yang baru mand¢gmbaga jaminan
yang telah lama dikenal sejak berlakunya Kitab Wgdendang Hukum Perdata.
Juga tidak terjadi pengaturan mengenai lembagangmyang telah lama tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat dan telah lamaiidodé&h yurisprudensi,
misalnya lembaga fidusfa. Hukum di satu pihak selalu terdapat perkembangan,
perubahan, ada pengertian tetapi dipihak lain @drab itu berlangsung dalam
satu alur, ada kontinuitas. Perkembangan dan peanbseperti itu hanya dapat
dimengerti apabila melihat adanya perubahan itu.

Kesadaran akan adanya kesinambungan dalam pengatuwiangundang
mempunyai pengaruh yang penting, dalam kita metkgartketentuan hukum
yang baru, yaitu dalam hal adanya perubahan undadgng. Apalagi untuk
lembaga Hypotheek dan credietverband yang teldakuesekian lama di Negara
Indonesia, yang sejak berlakunya UUPA telah digdetigan hak jaminan atas
tanah yang baru yaitu Hak Tanggungan, sudah dapayahgkan betapa besar
pengaruhnya atas kesadaran hukum masyarakat mehg&nen jaminan.

Pada kenyataannya jaminan harta kekayaan bsedn-satunya factor
penentu dalam pemberian kredit. Namun demikiantuk memberikan
perlindungan yang lebih mantap kepada kreditokuhu menyediakan suatu
lembaga khusus yang memberikan kedudukan istari@pada kreditor, yang

! Sri Soedewi Masjahoeijukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jamin
dan Jaminan PerorangatPenerbit Liberty, 1980, hal 3
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dalam mengamankan piutangnya ditunjuktgua bidang tanah atau bidang-
bidang tanah tertentu sebagai jaminannya. Lembagag ymemberikan
kedudukan istimewa tersebut adalah apa yang alilsebagai "hak jaminan atas
tanah".
Sejarah hak jaminan atas tanah ini terbagi daké&m& kurun waktu
yaitu :
a. Hak Jaminan Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA

Salah satu peninggalan Pemerintah Kolonial Belatelhadap bangsa
Indonesia adalah keanekaragaman hukum yang benadmnecah belah rakyat
Indonesia menjadi golongan-golongan yang mana gi@ipngan diperlakukan
hukum-hukum yang berbeda pula, khususnya dalam rhusipil (perdata dan
dagang)-?

Adapun yang menjadi dasar atau landasan hukumkbesla keadaan
tersebut setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agd&45 adalah Pasal 131 IS
ayat (2) sub b jo Pasal 131 IS ayat (6) jo PasAltutan Peralihan UUD 1945 jo
Pasal 192 ayat (1) Konstitusi RIS jo Pasal 142 UUDBSO jo Pasal Il Aturan
Peralihan UUD 1945. Sebagai akibat politik hukunmpentah jajahan dahulu.
Maka sebagaimana halnya dengan Hukum Perdata, HUlunah pun sebelum
berlaku UUPA berlaku bersamaan berbagai perangiktiid Agraria. Ada yang
bersumber pada Hukum Adat, yang berkonsepsi pdlaikunalistik religius. Ada
yang bersumber pada Hukum Barat yang individukHgteral dan adapula yang
berasal dari berbagai bekas pemerintah swaprajgg yenumnya berkonsepsi
feodal.

Sebelum berlakunya UUPA, dalam hukum pertanahdndtinesia telah
mengenal hak jaminan atas tanah. Untuk tanah lyarag dijadikan jaminan
seperti hak eigendom, hak erfpacht atau hak odstabaga jaminannya adalah
Hypotheek. Untuk benda bergerak yang dijadikan mamihutang, jaminan itu
disebut gadai (pandj.

Lembaga Hypotheek pada waktu itu ketentuan hukurteniveya diatur
dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdataoihetia Pasal 1162

121, G. N, SuganggaHukum Waris AdatPenerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
hal 1
13 Siti SoetamiPengantar Tata Hukum IndonesRiT. Eresso, Bandung, 1992, hal 28
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sampai dengan Pasal 1332. Tata cara pemberiantbganetanda bukti haknya
dilakukan oleh pejabat yang disebut Overschrijvidgsbtenaar berdasarkan
Overschrijvings Ordonantie (S. 1934-27). Seteldiudikan aktanya oleh pejabat
yang bersangkutan, kemudian diterbitkan surat tdmaktinya berupa Grosse
Akta Hypotheek. Jadi pemberian Hypotheek dihadap@awmerschrijvings
Ambtenaar yang membuat aktanya sekaligus mendaftaya™*

Selanjutnya apabila yang dijadikan jaminan adadalath yang berasal dari
Hak Milik Adat, lembaga jaminan yang disediakan lakdacredietverband yang
ketentuan materilnya baik pemberian maupun pendaftelah diubah dengan S.
1937-190. Dalam hal pemberiannya dilakukan oleh amadyang bertugas
membuat aktanya, sekaligus mendaftarkannya. Setaugda buktinya diterbitkan
grosse akta credietverband dan lembaga jaminamamya dapat diberikan dalam
bank-bank tertentu.
b. Hak Jaminan Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPAel8ebUUHT

Dengan berlakunya UUPA yaitu Undang-Undang NomdraGun 1960
pada tanggal 24 September 1960, dalam Pasal Situkitan sebagai lembaga
hukum jaminan atas tanah yang diberi nama Hak Tamgmn, yang untuk
selanjutnya akan diatur dengan undang-undang thrsgmaitu Undang-Undang
Hak Tanggungan. Adapun hak-hak atas tanah yangbaibedengan Hak
Tanggungan tersebut adalah Hak Milik, Hak Guna Hdsatien Hak Guna
Bangunan sebagaimana disebut dalam Pasal 25, 333danUPA. Kelahiran
UUPA telah membawa perombakan fundamental terhdddum pertanahan
pada umumnya dan ketentuan-ketentuan yang mengengenai lembaga hak
jaminan atas tanah pada khususnya. Agar lembaggbtdrbisa mulai digunakan
sejak UUPA mulai berlaku, diperlukan peraturan-pgem sebagai pelengkap
ketentuan-ketentuannya sendiri yang sudah ada.

Untuk itu ditentukan dalam Pasal 57 disebutkan :

“selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungarbtérdalam Pasal

51 belum terbentuk, maka yang mulai berlaku adk&tbentuanketentuan

mengenai Hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-bgd&ukum

14 Efendi Perangirtiukum Agraria IndonesjaCV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal 87
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Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalarBi08- 542 sebagai

yang diubah dengan S. 1937-190".

Ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek yang dingkiesubukan
hanya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang HuRemdata, tetapi juga
ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebamapesteerbitan surat tanda
buktinya sebagaima diatur dalam OverschrijvingsdDashtie 1934. Selanjutnya,
dengan mulai berlakunya pendaftaran tanah menwténtuan PP 10 Tahun
1961, tatacara pembebanan dan penerbitan sertifidgpotheek dan
credietverband tidak menggunakan ketentuan-ketentudypotheek dan
credietverband menurut Overschrijvings Ordonante gejabat yang membuat
aktanya bukan lagi Overschrijvings Ambtenaar (p&jdialik nama) dan wedana
tapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), keadaaelat berlangsung sampai
undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan tetbemaedi Harsono
mengemukakan bahwa yang terang masih berlaku deamasal-pasal dalam
Buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalahtapea pasal yang
mengatur Hypotheek yang pada tanggal 24 Septen®&r hasih berlaku, yaitu
Pasal 1162, 1189, 1173 sampai dengan 1181, 11841@&msampail dengan 1194
dan Pasal 1197 sampai 1232.34 Pasal 1164 Kitab rigAdadang HUkum
Perdata (KUH Perdata) tidak berlaku lagi dalam Imglamnya dengan hukum
tanah, karena telah diganti dengan Pasal 25, 33 3@atJUPA. Pasal-pasal
tersebut menentukan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
sebagai obyek Hak Tanggungan, yang menggantikaotHgpk sebagai lembaga
jaminan. Pasal-pasal yang lain mengatur Hypotheskk mulai berlakunya Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei,Ié&ang belum pernah
berlaku. Ada perbedaan pendapat mengenai berlakdakaTanggungan yang
disebutkan dalam Pasal 51 UUPA, pendapat pertaaanchal ini Prof.
Soebekti, mengatakan bahwa mengenai segi meterilHypotheek dan
credietverband masih berlaku ketentuan lama, seskgigformilnya (pendaftaran
/ pembukaan, cara pembebanan / pemasangan, pamcdeet sebagainya) harus
diatur peraturan-peraturan baru. Namun menurut Bétatsono, Hypotheek
sebagai lembaga jaminan atas tanah sebagaimangldgngan credietverband,
sejak tanggal 24 September 1960 sudah tidak adaKagena sudah diganti
dengan Hak Tanggungan, sebagai lembaga hak janaitasntanah yang baru.
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Sedangkan Hypotheek sebagai hubungan hukum yangretprkonversinya
secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat 6 ketekngarsi UUPA.
Pasal-pasal yang mengatur tentang Hypotheek masyatdkan tetap berlaku,
karena :
1) Hypotheek sebagai lembaga hak jaminan masih tedapuatuk benda
bukan tanah, yaitu kapal-kapal dengan isi brutauselg-kurangnya 20
m3 seperti diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang- addgd Hukum
Dagang.
2) Masih diperlukan untuk dapat mengoperasionalkan Hakggungan
sebagai hak jaminan atas tanah yang baru, melengiatentuan-
ketentuannya sendiri, sebelum undang-undang Yyangqigahgnya
terbentuk (Pasal 51 jo 57 UUPA).
3) Sesudah berlakunya UUHT
Setelah menunggu selam 36 tahun sejak UUPA mekgamgkan adanya
Undang-Undang Hak Tanggungan, maka pada tanggapr® 2996 disahkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamgmu atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanatga®ediundangkannya
UUHT, maka tidak saja menunjukkan atau terciptangdikasi Hukum Tanah
Nasional, tapi benar-benar makin memperkuat terinya tujuan UUPA yaitu
memberi perlindungan hukum pada masyarakat danng@mkepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah termasuk jaminanaatab.t

Dengan demikian maka ketentuan Hypotheek dan dwednd
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UUPA tida&leelhgi karena semuanya
diatur dalam UUHT dan peraturan pelaksananya.

HT atau yang lebih lengkapnya Hak Tanggungan tdash beserta
benda-benda yang terkait dengan tanah adalah mmakga yang dibebankan
pada hak atas tanah seperti yang telah ulismib pada Undang-undang
Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokddolpdgraria®

Sebelum berlaku UUHT Nomor 4 tahun 1996, yang rthkeadalah
hak hipotik yang dibebankan pada hak-hak atas tgaaly diatur dalam Pasal
1162 s/d Pasal 1232 KUHPerdata dan Pasal 224 HHR BRasal 258 RBG

®Henry S. SiswosoedirBuku Pintar Pegurusan Izin & Dokume(Jakarta Selatan
: Visimedia, 2009), Halaman.126
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dan untuk Creditverbank diatur dalam Stb. 19G8mor 452 kemudian
dirubah dengan Stb. 1937 nomor 190. St. Remy 8jahdmengatakan bahwa
Ketentuan tetang Hypotheek dan Credietverband itu tidak @e$agi dengan
asas-asas hukum tanah nasional dan dalam kenyggaatidak dapat
menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangrepitan dan hak
jaminan sebagai akiba dan kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya,
timbul perbedaan pandangan dan penafsiran mendmmbhagai jaminan atas
tanah. Misalnya pencantuman titel eksekutorialaksanaan eksekusi dan lain
sebagainya sehingga peraturan perundang-undatgaebut dirasa kurang
memberikan jaminan kepastian hukum dalam kagia

perkreditan (Penjelasan Umum UUHT)

Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak gliaggn yang
dibebankan pada hak atas tanah. Namuenyakaannya seringkali
terdap& benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasl yang

secara tetap merupakan satu-kesatuan dengeh tgang dijadikan jaminan
itu. Sesuai dengan asas pemisahan pemilikan htaisorenurut hukum adat
yang dianut hukum tanah kita, maka benda#erdng merupakan salah
sau kesatuan dengan tanah tidak merupakan bagian tdaah yang
bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan rhukiengenai hak atas
tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-béedzbut.

Namun demikian penerapan asas-asas hukum addiatidanutlak
melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan ahengerkembangan
kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang afihaditas dasar
kenyataan sifat hukum adat itu, dalam rangka pédraisaasas horisontal
tersebut dalam undang-undang ini dinyatakan balpeanbebanan Hak
Tanggungantas tanah dimungkinkan pula meliputi benda-beselzagaimana
dimaksud di atas. Hal tersebut telah dikak dan dibenarkan oleh hukum

dalam praktek, sepanjang benda-beridesebtt merupakan kesatuan dengan

' st Remy SjahdeiniHak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok
danMasalah yang Dihadapi oleh PerbankgBandung: Alumni, 1999), Halaman. 2-3.
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tanah yang bersangkutan, dan keikutsertaan dijadif@minan dengan tegas
dinyatakan oleh pihak-pihak dalam Akta Pemberidtak Tanggungannya.
Bangunan, tanaman dan hasil karya yang ikjgditan jaminan itu tidak
terbatas pada yang dimiliki oleh pemegang haktas tanah yang
bersangkutan melainkan dapat juga meliputi ydingliki pihak lain.

Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebampleala hak atas
tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Unblamgor 5 Tahun
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beri&tdau tidak beriku
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan rdetagyah itu utuk
pelunasan hutang tertentu yang memberikanudigcin yang diutamakan
kepada kreditur tertentu dan terhadapditaekreditur
lainyal’

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang timbuvénka adanya
perjanjian pokok. Perjanjian jaminan tersebut dudglarjanjian accesoir yaitu
perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok ateya dikatakan perjanjian
ikutan karena perjanjian ini tidak dapat berdirndie dalam ari eksistensi,
peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan berganturgadke perjanjian
pokoknya Pemberiannya merupakan ikutan dari Perjanfakok yaitu
perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum ammt piutang yang
dijaminkan pelunasannyé.

Pengertian Hak Tanggungan sesuai dengan dndamndang
Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) adafah

" Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-bendp berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungaratadeak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dima#alain Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturasaDaPokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda ang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utatentie terhadap kreditor-

YSalim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesidakarta:
Rajawali Pers2004), Halaman. 95
18 Sri Soedewi Masjchoen, Op.cit, Halaman. 72
¥ www. Wikipedia Hak Tanggunganinternet, 2009

Universitas Indonesia

Akibar hukum..., Melati Puspita Waty, FH Ul, 2011.



18

kreditorlain."

Bahwa maksud dari Pasal 1 UUHT adalah hak mikilk guna usah dan
hak guna bangunan yang dapat dibebani dengan &aggungan umk
pinjaman kredit pada Bank. Sedangkan yangakisind dengan pelunasan
diutamakan pada kreditur tertentu, artinyadkoe tersebut mempunyai hak
istimewa yang diberikan oleh Undang-undang terhgaaman yang dipegang
kreditur tersebut. Artinya bilamana hasil pegun jaminan tersebut
diutamakan untuk pelunasan kreditur yang merygurhak istimewa,
kemudian bila masih ada sisanya dibayarkan padaltkrkreditur yang lain
atau berdasarkan presentase hutangnya. Tetapisheékda Pasal 29 UUHT,
ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, kecuali kijaminan benda-benda yang
tidak bergerak seperti kapal laut masih tetap kerlsebagian dari peraturan
tersebut.

Hak Tanggungan adalah jaminan atas tanah fitdak termasuk
gadai, kreditur hanya menguasai tanah dan rus@tara yuridis saja
berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan. Debigtap t merupakan
pemegang hak tanah yang bersangkutan yang mengsesaia yuridis dan
fisik hak atas tanah tersebu

Beranjak dari pengertian di atas, dapat ditarisuunpokok dari hak
tanggungan, sebagai bertid

a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunatsenry u

b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah se&lRA.

c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanalfhgk atas tanah)
saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut bendd@dédain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu

d. Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu.

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada krediéotentu

terhadap kreditor-kreditor lain

20 Www.Notaris_IndonesigWadah komunikasi Notaris & PPAT Indonésia
Internet, 2010
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Telah diketahui dari uraian diatas bahwa UWigdandang yang
mengatur tentang Hak Tanggungan adalah Undadgng Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta Ibemd yang berkaitan
dengan tanah. Menurut Pasal 31 UUHT mularlakenya tanggal 9 April
1996 yaitu mulai di Undangkannya. Pasal 4 undandadg Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Hak atah tggng dapat dibebani Hak
Tanggungan adalah: Tanah Hak Milik, Hak GuBengunan dan Hak Guna
Usaha, yang telah dibukukan dalam daftar btdmah menurut ketentuan-
ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomdr Tahunl1997 tentang
Pendaftaran Tanah dapat di bebani Hak Tanggungan

Selain hak-hak atas tanah diatas, menurut Pasgbh®(2) bahwa Hak
Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan lyarigku wajib didaftar
dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankadepat juga dibebani Hak
Tanggungan.

Dan juga dalam Pasal 27 UUHT disebutkan waahketentuan
Undang-Undang ini berlaku juga terhadap pembebaa&naminan atas Rumah

Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

2.2. Ciri-ciri Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHT bahwa Hak Tamgmu atas
tanah besertabenda-bendayang berkaitan dengtanah, yang selartjiya
disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminarg yhbebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undangiolN6 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kberatau tidak berikiu
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan amerignah itu, uok
pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-toethin.

Dengan demikian UUHT memberikan kedudukan Kredit¢éertentu
yang kuat dengan ciri-ciri sebagai berikat

a. Membuat kedudukan seorang kreditor menjadi utadnakan

2L Advendi. S & Elsi Kartika.SHukum dan Ekonomis Edisi i(Jakarta
:Grasindo,2007), Halaman .21.
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dibandingkan kreditornya (“droit dereference”);

b. Hak Tanggungan mengikuti obyek yang dijaminkan w@ingan
siapapun obyek itu berada atau selama perjanjiankpbelum dilunasi
(“droit de suite”);

c. Dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepadtiakum pada
pihak-pihak yang berkepentingan ketika memenuhs apasialitas dan
asas publisitas;

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanabk urmtelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakepada kreditor
terteriu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti bahwebitor cidera janji
(wanpresasi) maka kreditor pemegang Hak Tanggungamhakemenjual
melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jamimaenurut ketetuan
peraturan perundang-undangan yang bersangkig¢agan hak mendahului
daripada kreditor-kreditor yanglain. Kedudukamamakan tersebut sudah barang
tentu tidak mengurangi @erensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 6 UUHT bahwa apabila debitaiera janji, pemegang
Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk meofuak Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umuna seengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualagrsebut.

Disebutkan dalam Pasal 7 UUHT bahwa Hak Tangguntstap
mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyekelets berada. Sifat ini
merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentinggpemegang
HakTanggungan. Walaupun obyek dari Hak Tanggungaahs berpindah atau
dipindah tangankan dan menjadi milik pihak laineditor masih tetap dapa
menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika detidera janiji.

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adaladamudan pasti
dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitanpnestasi. Walaupun secara
umum ketentuan tentang eksekusi telah digtalam Hukum Acara Perdata
yang berlakf?

Hak Tanggungan mempunyai sifat Spesialitas danlidfal, artinya
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sifat Spesialitas adalah uraian yang jelas damdenmengenai obyek Hak
Tanggungan yang meliputi rincian mengenai Sertiplkak atas tanah dan sifat
Pulisitas adalah Akta Hak Tanggungan harus didaftarkan dikaPertanahan
dimana tanah yang dibebani Hak Tanggungan beradaalPL3 ayat ( 1 )
UUHT).2

Hak Tanggungan memiliki sifat yang tidak aemlipungkiri yakni
Pertama, Tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), rtherdak Tanggungan
membebani secara utuh obyeknya dan setiamiarba daripadanya
Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak rebagkan sebagian obyek
dari beban Hak Tanggungan, tetapi Hak Tanggo tetap membebani
seluruh obyeknya untuk sisa utang yang belditunasi. Kedua, Hak
Tanggungan hanya merupakan ikutan (“accessoddyi perjanjian pokok,
yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan umukutang piutang.
Keberadaan, berakhir dan hapusnya Hak Tanggudgngan sendirinya
tergantung pada utang yang dijamin pelunasatergebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUHT Hak Tanggungan memjai sifat
tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikaalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pabdarapa hak atas
tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberidak Tanggungan yang
bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijaapa dilakukan dengan
cara angsuran yang besarnya sama dengan nilaigrasising hak atas tanah
yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungamg yakan dibebaskan
dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemuéiak Tanggungan itu
hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untukamansisa utang yang

belum dilunasi

2 purwahid Patrik dan Kasha@p. Cit Halaman62 — 63

% Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusatdi Stdukum
Kebijakanbantuan hukum di Indonesia(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007),
Halaman. 149.
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2.3. Asas-asasHak Tanggungan Atas Tanah

2.3.1. AsasPublisitas

Dalam asas Publisitas yaitu pemberian Hak Tanggungajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuuwinkan. Hal itu Sebagai
pemenuhan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggarmdan Mengikatkannya
Hak Tanggungan kepada pihak ketiga. Pada saat famataPembebanan Hak
Tanggungan adalah saat lahirnya Hak TanggungaebigrsSebelum pendaftaran
dilakukan, maka Hak Tanggungan tidak pernah ad& WHanggungan lahir
dengan dilaksanakannya pendaftaran pemberian Hajgiagan.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungai QU
menentukan bahwa :

1) Pemberi Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kapeotanahan.

2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahepdatanganan Akta
Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dRdsai 10 ayat
(2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tgumggan yang
bersangkutan dan warka lain yang diperlukan kepasdor Pertanahan.

3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pgat (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membudikan tanah Hak
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah haktatah yang
menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin cattdéasebut pada
Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

4) Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan sebagaimana dudgkada ayat
(3) adalah tanggal hari ketujuh (7) setelah peremimsecara lengkap
surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannyaji#arhari ketujuh (7)
itu jatuh pada hari libur, Buku Tanah yang bersamghk diberi tanggal
hari kerja berikutnya.

5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal Buku Tanak Hanggungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
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2.3.2. Asas Spesialitas

Ketentuan yang dimaksud untuk memenuhi Asas Sgasialicantumkan
secara lengkap dalam Pasal 11 ayat (1) Uandangrdnidak Tanggungan yang
menyatakan, bahwa :

Didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicankan :

a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tagggun

b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada fhatudan
apabila diantara mereka ada yang berdomisili dilunalonesia,
baginya pula dicantumkan suatu domisili piliharirdionesia, dan
dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkanamtor PPAT
tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunganggign
sebagai domisili yang dipilih.

c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang dgamin
sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 gyat (1

d. Nilai Tanggungan.

e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Kesemuanya itu wajib dicantumkan untuk sahnya dafPHT, tidak
dicantumkan secara lengkap hal-hal yang disebufiata Pasal diatas dalam
APHT maka akan mengakibatkan akta tersebut batai kdekum.

2.3.3. Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

Asas tidak dapat dibagi-bagi ditegaskan dalam Pasajat (1) UUHT,
bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapaagiibagi, kecuali jika
diperjanjikan dalam APHT sebagaimana dimaksud psda(2).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHT, bahwa gamgksud dengan
sifat tidak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungdalah bahwa Hak Tanggungan
membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dampse#gian daripadanya.
Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijatidak berarti terbebasnya

sebagian objek tanggungan dari beban Hak Tanggungelainkan Hak
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Tanggungan itu tetap membebani seluruh objek Halggangan untuk sisa utang

yang belum dilunasi.
2.4. Subyek dan Obyek Hak Tanggungan

Seperti hak-hak lainnya Hak Tanggungan pun memdikoyek dan
obyek hak. Dalam hukum perikatan yang dimaksud ekitadalah orang- orang
yang menjadi pihak dalam perikatan dan Obyek adaksuatu yang menjadi
sasarad’ Dikaitkan dengan Hukum Jaminan, perikatan disiengacu
kepada perjanjian kredit dimana jaminan yamergunakan berupa Hak
Tanggungan atas tanah. Dan para pihak tergefuliti dari debitor sebagai
pihak pemberi Hak Tanggungan serta kreditor selgl@megang Hak
Tanggungan.

a. Subyek Hak Tanggungan

Pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tangguadggpa
dikatakan sebagai subyek Hak Tanggungan. Pembéd¢i TFaaggungan adalah
orang perseorangan atau badan hukum yang nmmmipkewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tamgggu yang
bersangkutan. Sedangkan pemegang Hak Tanggungatahada orang
perseorangan atau badan hukum yang berkedudsédzagai pihak yang
berpiutang (UU No. 4 tahun 1996 Pasal 9 UUHT).

Kemudian siapa yang bisa dikatakan sambagemegang hak
tanggungan atau subjek hak tanggungan ialah Perhiadei Tanggungan dan
Pemegang Hak Tanggungan. Yang dimaksud sebagaidfehdk tanggungan
ialah orang atau badan hukum yang mempunyai kewamanntuk melakukan
perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggurygag bersangkan
Sedangkan yang pemegang Hak tanggungan adalah atmg badan hukum
yang berkedudukan sebagai pihak yang

% Suryodiningrat, RM,Perikatan-perikatan bersumber perjanjiaiBandung :
Tarsito,1985), Halaman. 20
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berpiutang®®

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undahgk Tanggungan
(UUHT) pemberi Hak Tanggungan bisa orang perseaman bisa
juga badan hukum yang mempunyai kewenangan untukkmen perbuatan
hukum terhadap benda yang dijadikan obyek HBiknggungan. Pada
umumnya pemberi Hak Tanggungan adalah itaebsendiri. Tetapi
dimungkinkan juga pihak lain, jika benda yardjjadikan obyek Hak
Tanggungan bukan milik debitor. Bisa juga debittan pihak lain, jika yang
dijadikan jaminan lebih dari satu, masing-masingutg/aan debitor dan pihak
lain. Atau debitor bersama pihak lain, jikeenda yang dijaminkan milik
bersama. Juga mungkin bangunan milik suatu penmsdeshatas, sedang tanah
milik direkturnya. Dan dalam Pasal 9 disebutkamviem Pemegang Hak
Tanggungan adalah orang perseorangan atau badam yang berkedudukan

sebagai pihak yang berpiutang

b. Obyek Hak Tanggungan

Sedangkan obyek Hak Tanggungan merupakanu shak yang
dapa dibebani dengan Hak Tanggungan. Hak-hak atas tamaiy dapat
dibebani Hak Tanggungan meliputi Hak Milik, Hak GuiJsaha dan Hak
Guna Bangunan. Selain hak-hak atas tanalebiglrs hak pakai atas tanah
negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajdaftdr dan menurut
sifathya  dapa dipindahtangankan dapat juga dibebani dengan Hak
Tanggungan

Hak atas tanah beserta bangunan yang dipuolgdh WNA dan
badan hukum asing itu disamping dapat dijual, did@am, dan diwariskan
maupun dihibahkan,juga dapat dibebani Hak Tanggundgdesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UUHT nomor 4utdl®996 Tentang Hak
Tanggungarf®

% Raja Saor Blog,Hak Tanggungan Objek,subjek dan Ciri-cirijytnternet, 2010
% Maria S.W. Sumardjond?engaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangynan
(Jakarta : Kompas, 2007), Halaman. 62
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Apabila suatu saat debitor cidera jampaka pemegangHak
Tanggungan pertama memiliki kedudukan diutamalaroit De Preference)
daripada pemegang Hak Tanggungan kedua dan seteruBrarpun sudah
terdaftar, tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwk&af tidak lagi dapa
dibebani dengan Hak Tanggungan, karena menurut ddfia tujuannya tidak
lagi dapat dipindahtangankan.

Demikian juga tanah-tanah yang dipergunakamuku keperluan
peribadatan dan keperluan suci lainnya, biarpuniaditi dengan hak atas tanah
yang dapat dibebani dengan Hak TanggungamahFtanah tersebut baru
boleh dibebani dengan Hak Tanggungan, apabila tfiggikdipergunakan untuk

keperluan tersebut dan karenanya dapat dipitadeyankan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tah96 I@riang
Hak Tanggungan obyek Hak Tanggungan adalefak atas tanah yang dapat
dibebani Hak Tanggungan adatah
a. Hak Milik ;
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
Didalam penjelasan atas Undang-undang Hak TangguNgmor 4
Tahun 1996 Hak Pakai dalam Undang-undang WPolgraria tidak
ditunjuk sebagai obyek hak tanggungan, kargeama waktu itu tidak
termasuk hak-hak atas tanah yang wajib di daftar karenanya tidak dapat
memenuhi syarat publisitas untuk dapat dijadikamnan uang
Dalam perkembangannya Hak Pakai pun haruaftdrkan, yaitu
Hak Pakai yang diberikan atas Tanah Negara.Sebatpa Hak Pakai (HP)
yang didaftarkan itu ,menurut sifat dan kenyataandgpat dipindah tangankan,
yaitu yang diberikan kepada perseorangan dan baadan hukum perda?’
Sedangkan pada tahapan akhir perkembangan Hak gUiagan
sebagaimana yang ditunjuk oleh UU No. 16 tahun 1@®5ang Rumah Susun
menyatakan bahwa adapula tambahan objek hak tagggualah Rumah Susun
yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bamgn dan Hak Pakai yang
diberikan oleh Negara serta Hak Milik atastsam Rumah Susun (HMSRS)

*” Boedi HarsonoQp.cit, Halaman.175
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yang bangunannya didirikan di atas tartéék Milik,Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai yang diberikan oleh Negara

Dari uraian tentang obyek Hak Tanggungantadiayang telah
disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 4ntd®96 Tentang Hak
Tanggungan bahwa apa saja yang menjadi obyek Hagglagan.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Hak atas tanah yang dd#ipabani Hak Tanggungan
adalah

a. Hak Milik (HM);

b. Hak Guna Bangunan (HGB)

c. Hak Guna Usaha (HGU)

Menurut Pasal 4 ayat (2) Selain hak-hak atas taselagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas tahdgara yang menurut
ketentuan yang berlaku wajib didaftar damenurut sifatnya dapat
dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggunga

Pasal 27 UUHT obyek hak tanggungan berlgkga terhadap
pembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hakad#is Satuan Rumah
Susun. Menurut Boedi Harsono selain obyek tersebatas dalam Pasal 4
UUHT juga dimungkinkan hak atas tanah dibebahl beriku bangunan,
tanaman, dan hasil karya yang merupakan saaues. dengan tanah yang
bersangkutan asal hal itu secara tegas dinyatéam Akta Pemberiannya

Sebagai contoh hasil karya adalah patung, gapeleef dll yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersamgkBangunan yang
dapat dibebani Hak Tanggungan bersamaan dentgarahnya tersebut
meliputi bangunan yang berada diatas maupundibawah permukaan ah tan
asalkan secara fisik ada hubungannya dengaguban yang ada diatas tanah
yang bersangkutan. Bangunan yang menggunakag rusawah tanah yang
secara fisik tidak ada hubungannya dengan bangyaag ada diatas tanah
diatasnyatidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Hak Tanggn suatu
obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebirsdtu Hak Tanggungan
guna menjamin pelunasan lebih dari satang®

*8 Boedl Harsono,Hukum Agraria Indonesia)Jakarta : Djambatan, 2007,
Halaman. 424

# Triantono, Kekanisme Pembebanan Hak Atas Tan&emarang :
UNES,2007, Halaman. 29
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Apabila suatu Objek Hak Tanggungan dibebani dentgbih dari
satu Hak Tanggungan, dengan demikian maka peringieging-masing Hak
Tanggungan ditentukan menurut tanggal pendafitgla pada Kantor
Pertanahar’

Jika peringkat berdasarkan tanggal pendaftatiakantor Pertanahan
mengalami kesamaan maka dilakukan peringkatataluméanggal pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

2.5.  Pembebanan Hak Tanggungan

Proses Pembebanan Hak Tanggungan diatur adidalUndang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamggou Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan meluahap
kegiatan, yau:

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan, yaitu dengan dibuaya

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejdanbuat
Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan perjanj@notang
yang dijamin.

2. Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Rkt@berian

Hak Tanggungan (APHT):

Menurut Pasal 10 ayat (2) bahwa Pemberiaak Hanggungan
dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Makggungan oleh PPAT
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nom@r t8hun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktahT&PAT) bahwa PPAT
hanya berwenang membuat akta mengenai hak atah tatau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang terletak didat@@rah kerjanya

Mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satdamah Susun,

% Gunarto Suhardi Usaha perbankan dalam perspektif hukum
Yogyakarta Kanisius,2003,Halaman.93

3L Kian GoenawanRanduan Mengurus Izin Tanah dan Propkgrti
Yogyakarta : PustakaGrhatama,2008, Halaman. 27
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yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubah&en plendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum termasuk jlRgEmberian Hak

Tanggungan sebagaimana diatur dalam PasayaR @) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturbatala Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

Dalam Pasal 3 Surat Keputusan Direktur Jenderalarey No.
Sk.67/DDA/1968 ditentukan bahwa hak atas tanatebersharus terletak dalam
satu daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupatenahkadya®’

Dalam pemberian Hak Tanggungan dihadapal\TPRpejaba
Pembuat Akta Tanah) wajib dihadiri oleh pemberi Haknggungan dan
penerima Hak Tanggungan dan disaksikan oleh daagosaksi. Jika tanah
yang dijadikan jaminan belum bersertipikat, yangjilvébertindak sebagai
saksi adalah Kepala Desa dan seorang anggota ip&han dari desa yang
bersangkutan (Pasal 25 PP No.10 tahun 1961).

Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pertari Nomor 10
tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah , PPAT (&efdmbuat Akta Tanah)
wajib menolak permintaan untuk membuat APHT (Aki@mBerian Hak
Tanggungan) jika tanah yang bersangkutan masiimdpé&selisihan
/sengketa.

Sehubungan dengan itu pada umumnya PPATal{®ejPembuat
Akta Tanah) tidak mengetahui tentang adau atidaknya sengketa
mengenai tanah yang bersangkutan, hal tersebuib wiipyatakan tidak
tersangkut dalam suatu sengketa, dalam APHkta( Pemberian Hak
Tanggungan) perlu dicantumkan pemberian jamindeh goemberi Hak
Tanggungan bahw#anah yang ditunjuk sebagai jaminan betdak
berada dalam sengketa.

Mengenai tahap Pemberian Hak Tanggungan Dalasal 10
Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahp@mberian Hak
Tanggungan didahului dengan janji untuk meimbéftak Tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang ahgkan di dalam dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan darjag@&n utang piutang yang

32 Boedi Harsono( Sejarah Pembentukan UUPA)p.cit, Halaman. 422
% purwahid Patrik & KashadDp.citHalaman. 74-75
Universitas Indonesia

Akibar hukum..., Melati Puspita Waty, FH Ul, 2011.



30

bersangktan atau perjanjian lainnya yang menimbulkatang tersebut!
Menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHT,elaét perjanjian
pokok diadakan, pemberian Hak Tanggungan dilakukangdn pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuahdPPAT sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yamtpkbdhususnya Pasal 2 PP
No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan RPefémbut Akta Tanah
yang menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagéu-satunya Pejabat
yang berhak membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan
a. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagianateeggipendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bigksih dilakukannya perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanau aHak Milik Atas Satuan
Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pemdaf perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh p&hthukum itu
b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada 6@at adalah
sebagai berikii
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah
4) pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).;
5) pembagian hak bersama
6) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tdakh
7) Milik;
8) pemberian Hak Tanggungan
Menurut Pasal 10 ayat (3) UUHT, tata cgpamberian Hak
Tanggungan atas obyek Hak Tanggungan berupa haktatah yang berasal
dari konversi hak lama yang telah memenularat untuk didaftarkan
akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, peiabeHak Tanggungan
dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaaknatas tanah yang
bersangkutan
Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemild&tastanah

menurd hukum adat yang telah ada, akan tetapsgsroadministrasi dalam

3 purwahid Patrik dan Kasha@p.cit, Halaman. 62
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konversinya belum selesdilaksanakar®

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalahatggarat yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlakugingat tanah dengan hak
lama ini masih banyak, pembebanan Hak Tanggungda pak atas tanah itu
dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan beraand@ngan permohonan
pendaftaran hak atas tan@nsebut.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) itu mempunyai keterkalengan ketentuan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998aten Perbankan, yang di
dalam penjelasan pasal tersebut mengemukakamabaanah girik, petuk
dan lain-lain yang sejenis dapat digunakamagaibagunan. Girik, petuk dan
lain-lain itu bukanlah merupakan tanda bukti kafpemilikan atas tanah, tetapi
sekedar merupakan tanda bukti pembayaran pajak tateh itu yang harus
dibayar oleh mereka yang menggunakan tanah Memang sering bahwa
orang Yyang namanya tercantum pada girik, petuk ldm-lain yang sejenis
adalah juga menjadi pemilik dari tanah itu di samgpisebagai wajib pajak
atas penggunaan tanah itu. Dengan ketentuan P@sayat (3) UUHT itu,
para pemilik tanah yang belum bersertipikat tetapmpunyai girik, petuk dan
lain-lain yang sejenis dan menginginkan memperoke@dit, dibukakanlah
jalan mengenai bagaimana caranya untuk memjaditanahnya itu sebagai
agunan untuk memperoleh kredit dengan jaminan Hadgdungan.

Kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberi kesempakepada
pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikatk umemperoleh kredit.
Disamping itu, kemungkinan di atas dimaksudkaga untuk mendorong
pensertipikatan hak atas tanah pada umummbDgngan adanya keteran
ini berarti bahwa penggunaan tanah yang ilkektemilikannya berupa
girilk dan lain-lain yang sejenis masih dimumddean sebagai agunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nambahun 1992 tentang
Perbankar®

Maka dari uraian diatas bahwa isi dari AkRemberian Hak
Tanggungan (APHT) terdiri dari yang wajib dicantankdan yang tidak wajib
dicantumkan fi@kultatif).

** ST. Remi SjahdeiniHak Tanggunga), Op.cit. Halaman.141
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Dalam rangka memenuhi syarat spesialitas, meriRasal 11 ayafl)
UUHT, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APH¥gjib dicatumkan:

1.Nama dan identitas pemberi dan penerima rhegang Hak
Tanggungan (setelah didaftar, Hak Tanggungan yaleriklan
lahir dan penerima Hak Tanggungan menjadi pemeddal)
Tanggungan);

2.Domisili pihak-pihak tersebut dalam huruf as® 11 ayat
(1) UUHT. Kalau diantara mereka ada yang berdomdiiliar
Indonesia, baginya harus dicantumkan suatu igdonpilihan
di Indonesia. Dalam hal pilihan itu tidak dicantuank kantor
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tempat pembudkda
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan
dianggap sebagdbmisili yang dipilih®’ ;

3. Penunjukan secara jelas utang atau utang-uyamg dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan P@sayat (1)
UUHT. Penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin
tersebut juga meliputi nama dan identitas debitangy
bersangktan. Pasal 3 UUHT disebutkan bahwa utanggyan
dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapatpde
utang yang telah ada atau yang telah diperjanjidangan
jumlah tertentu atau jumlah yang saat permohonaekelsi Hak
Tanggungan diajukan dapat ditentukan  berdasarkganfian
utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkabungan
utang-piutang yang bersangkutarPerjanjian yang dapat
menimbulkan hubungan utang piutang dapat berupgnpan
pinjam meminjam maupun perjanjian lain, misalnyajgrgian
pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewatsa
yang berada dibawah pengampuan, yang diiketigan
pemberian Hak Tanggungan oleh pihak pengelola

4. Nilai Tanggungan, Nilai tanggungan yang dimaksadatu

% purwahid Patrik & KashadQp.cit, Halaman. 11
3"Boedi Harsono, Segi-segi Yuridis Undang-Undang Hakanggungaj
Op.cit, Halaman. 19.
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prnyataansampai sejumlah berapa batas utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Utarang y
sebenarnya bisa kurang dari tanggungan terselaidrtJiyang

jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

5. Uraian ini meliputi rincian mengenai sertifikat khatas tanah
yang bersangkutan, atau bagi tanah yang belum ftarda
sekurang- kurangnya memuat uraian kepemilikank |ebatas-
batas dan luas tanahn¥a

Isi yang tidak wajib dicantumkan (fakultatierupa janji-janji dan
tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya aRihak-pihak bebas tuk
menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji e@lam APHT (Akta
Pemberian Hak Tanggungan). Dengan dimuatnyg-jgami ini dalam APHT
(Akta Pemberi Hak Tanggungan) yang kemudian didedia pada Kantor
Pertanahan, maka janji-janji tersebut mempunyaiuken mengikiaterhadap
pihak ketiga.

Adapun janji-janji yang disebutkan dalam APHIapat diketahui
dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT, antara lain

1) Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tamgguruntuk
menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukizio
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebgdahulu dari pemegang
Hak Tanggungan

2) janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Targgunuriuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek HakggUagan, kecuali
dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemgdiak Tanggungan

3) janji yang memberikan kewenangan kepadamggang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungardakarkan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yangeratta hukumnya
meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabilabithr sungguh-
sungguh cidera janji,

4) janji yang memberikan kewenangan kepada pemegday Tanggungan

3 Sudrajad, SutardjaPendaftaran Hak Tanggungaban)PenerbitanSertifikatnya )
,Jakarta : Makalah Seminar Nasiori&#196,Halaman.80
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untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jikathadiperlukan

untuk pelaksanaan eksekusi atdaukkrmencegah menjadi hapusnya atau
dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungarena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;

5) janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama merapimak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak {Jamgan apabila
debitor cidera janiji;

6) janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tangamn pertama bahwa
obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan #&k Tanggungan

7) janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akaelepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuanlisdebih dahulu dari
pemegang Hak Tanggungan;

8) janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempesakinuh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemistak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggundjgapaskan
haknya oleh pemberi Hak Tanggungataua dicabut haknya untuk
kepentingan umum;

9) janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempesakinuh gu
sebagian dari uang asuransi yang diterima bpaniak Tanggungan
untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hakgbamgan diasuransikan

10)janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkgek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan

11)janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) bahveaukli apabila
diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanglang telah dibubuhi
catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagairdenaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegangakes tanah yang
bersangkutan
Disamping pembatasan tersebut di atas, ada jang yhlarang untuk

diadakan, yaitu yang disebut dalam Pasal 12 UUHfT ya
“Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegakgranggungan
untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debdidlera janji, batal

demi hukum”.
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Pasal 13 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa Hb&eman Hak
Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertam&elambg lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Aktableean Hak Tanggungan.
kemudian PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberiaak HTanggungan yang
bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan d@p&@ntor Peéanahan

Dua Tahap pendaftaran Hak Tanggungan #lehtor Pertanahan, yang
merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang ditkebayaitu:>°

a) Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor
Pertanahan dengan membuatkan buku tanah  Hak
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tan&h ates
tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta
menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak &anah
yang bersangkutan.

b) Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal ha
ketujuh setelah penerimaan secara lengkap suratt-gang
diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari kdtujtu
jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersaragkdiberi
tanggal hari kerja berikaya.

c) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tarrédk
Tanggungan

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUHT bahwa sebagai tdnddi adanya
Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitlketipgkat Hak Tanggungan
sesuai dengan peraturan perundang-undanganbgaiaku.

Menurut Pasal 14 ayat (2) UUHT bahwa sertipikak Hanggungan
memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BBASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertipikat Hak Tangguyan mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanagidsmg yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlagbagai penggdn grosse
acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Kecuali apabila

diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanahngatelah dibubuhi catatan

% Boedi Harsono,Segi-segi Yuridis Undang-Undang Hak Tanggungan
(Jakarta : Djambatan,1996) ,Halaman. 2.

Universitas Indonesia

Akibar hukum..., Melati Puspita Waty, FH Ul, 2011.



36

pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepactegang hak atdanah
yang bersangkutan. Maka setelah terbitnya skatipiak Tanggungan menurut
Pasal 13 ayat (5) UUHT bahwa sertipikat Hak Tangamndapat diserahkan

kepada pemegang Hak Tanggungan yang bersangkutan

26. SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)

Dalam UUHT terdapat 1 (satu) yang perlu mendap#tgiian yaitu yang
berkenaan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tgeguselanjutnya
disingkat SKMHT) sebagaimana diatur dalam PasalULBAT dan ketentuan
tentang lahirnya Hak Tanggungan sebagaimana ddzlam Pasal 13 UUHT.
Khusus mengenai SKMHT, terdapat perbedaan yang asenddengan Surat
Kuasa Memasang Hypotheek (selanjutnya disingkat BKM sebelum
diberlakukannya UUHT. Pada waktu dulu hampir dappastikan bahwa dalam
suatu perjanjian kredit dengan tanah sebagai jamysg maka antara debitor
selaku pemilik tanah dan kreditor tidak langsungmingat akta Hypotheek.
Namun diantara kedua pihak tersebut cukup dibuaMi3Kdengan berbagai
alasan, antara lain bahwa proses pembuatan aktpasaiengan keluarnya
sertipikat Hypotheek tersebut memakan waktu culampal dan memakan biaya
yang relatife sangat mahal.

Secara umum akta Hypotheek baru dibuat apabilaatetienunjukkan
kecenderungan untukanprestas(cidera janji). Mendasarkan hal di atas terlihat
bahwa dalam praktek peraturan Hypotheek yang laramberi kesan bahwa
SKMH sebagai sesuatu yang dilembagakan. Berbedgademal tersebut, maka
menurut penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Unddal Tanggungan,
pembuatan SKMHT hanya dapat diperbolehkan dalanddasa khusus, yaitu
apabila pemberi Hak Tanggungan (pemilik tanah)ktidapat hadir sendiri di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnyagkisd PPAT) pada saat
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selaguthgingkat APHT).
Karena pada dasarnya, pemberian Hak Tanggungah dilgkukan sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan yang dalam hal ini adalamilge objek Hak
Tanggungan, baik terhadap objek Hak Tanggungan wanigh terdaftar atas

namanya maupun belum.Dalam pemberian Hak Tanggungemberi Hak
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Tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT (PejaBambuat Akta Tanah),
karena pada asasnya pembebanan Hak Tanggumgpgm dilakukan sendiri
oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai yang berhak athyek Hak
Tanggungan. Hanya apabila benar-benar bila dip@nlukaitu dalam hal tidak
dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihdkin sebagai kuasanya.
Pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan dengaa aténtik, yang disebut
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, #&sirgKMHT (Pasal 15
UUHT). Untuk memenuhi persyaratan otentik tersebahtuk dan isi SKMHT
(Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ditetapkateh  Meteri
Agraria / Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasjoberdasarkan ketentuan
Pasal 17 dan Pasal 19 PP 10 tahun 1961

SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) gyan
merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembalierda sebab apapun
termasuk alasan berakhirnya kuasa sebagainyamg diatur dalam Pasal
1813 KUHPerdata , tetap berlaku walaupun debituninggal atau bermaksud
mencabut/menarik SKMHT yang telah ditandatanganfflya

SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggupgaialam

Pasal 15 UUHT disebutkan bahwa:
(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dideagan akta
notaris atau akta PPAT dan memenuhi persm@araebagai bernk :

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuabarkum lain
daripada membebankan Hak Tanggungan;

b. tidak memuat kuasa substitusi;

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggunganahuatang
dan nama serta identitas kreditornya, nama idkntitas debitor
apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidipat ditarik
kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebabp@pauga kecuali
karena kuasa tersebut telah dilaksanakan &@ena telah habis

jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayda(Bayat (4).

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengkak atas

“0Frans Satriyo Wicakson®anduan Lengkap Membuat Surat-surat KyaSakarta :
Visimedia,2009), Halaman. 44
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tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti demgpembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu)anbu
sesudah diberikan

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengéa& atas
tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengpembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatr8/a (tiga) bulan
sesudah diberikan

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dah @y tidak
berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Halhggungan
diberikan utuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkaalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yadgk tdiikuti
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungaamdavaktu
yang ditetukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) g43,
atau waktu yang ditentukan menurut ketentusebagaimana yang
dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Mengenai bentuk Surat Kuasa Membebankan Halnggungan
(SKMHT), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala d&a Pertanahan
Nasional No0.3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Euslembebankan Hak
TanggunganBuku Tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Fahkggungan
tersebut, yang wajib memuat keterangan-keterangéamd
Pasal 15 UUHT diatas

Tanah yang belum terdaftar batas waktu pengguisaiHT (Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ditentukan |eita daripada tanah
yang sudah didaftar, karena mengingat pembuad®HT (Akta Pemberi
Hak Tanggungan) pada hak atas tanah yang betudaftar harus dilakukan
bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak médsy@ang bersangkutan
yang terlebih dahulu harus dilengkapi persyargirsyaratannya menurut
peraturan perundang-undangan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153ydan ayat (4)
UUHT tidak berlaku dalam hal SKMHT (Surat Kuasa Mmebankan Hak

“TWwww. MKn UNSRI,Hak Tanggungan,Pemberian dan Pendaftaranternet, 2010
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Tanggungan) diberikan untuk menjamin kredrtet@u yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.nDedagka pelaksanaan dan
mengingat kepentingan golongan ekonomi lemah, urpeknberian kredit
terentu yang ditetapkan pemerintah seperti kredbgnam, kredit kecil, kredit
pemilikan rumah dan kredit lain yang sejenis, bataktu berlakunya SKMHT
(Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) untukis jekredit tertentu
dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidangertanahan setelah
mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan tévierKeuangan, Gubernur
Bank Indonesia dan Pejabat lain yang terkait.

SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)g yaaak
diikuti dengan pembuatan APHT (Akta Pemberi Hak gcamgan) dalam
waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksuc pabsal 15 ayat (3)
atau ayat (4) UUHT, atau waktu yang ditentukan umgn ketentuan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal deioum. Ketentuan
mengenai batas waktu berlakunya SKMHT (Surat Kuslembebankan Hak
Tanggungan) dimaksudkan untuk mencegah berlamutiahgat  waktu
pelaksanaan kuasa itu. Ketentuan ini tidak menulaimungkinan dibuatnya
SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan).baru

Apabila terjadi Surat Kuasa Membebankan Makggungan (SKMHT)
yang tidak ditingkatkan menjadi APHT sesuai dendagteriuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka SKMHTrsebait b&al demi
hukum. Sehingga sudah barang tentu tidak ada y#adikhn dasar uik
didaftarkan di Kantor Pertanahan dan Hak Tanggumtigak
akan pernah lahf?

Hal ini akan merugikan kedudukan Kredituralifa terjadi kredit
macé karena tidak akan dapat melakukan eksekusi tephaobjek Hak

Tanggungan Hal ini disebabkan karena posisi Bank saba{reditur

lemah karena hanya berkedudukan sebagai kreditunkuken yang tidak

mempunyai alas hak untuk mengeksekusi objek jaminan

2 Saraswati, WindaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
, (Surabaya : Universitas Erlangga,2006), Halainan.
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2.7. Anadisa

2.7.1. Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bogor yang Kurang Efektif dan Efisien.

Setelah perjanjian utang-piutang yang merupaka@amg@an pokok dibuat
antara kreditor dan debitor, maka tahap selanjupgraberian Hak Tanggungan,
dan timbulnya Hak Tanggungan hanyalah dimungkinkpabila sebelumnya
telah diperjanjikan di dalam perjanjian utang pngta(perjanjian kredit) yang
menjadi dasar pemberian utang (kredit) yang dijaseingan Hak Tanggungan itu
bahwa akan diberikan Hak Tanggungan kepada kreditteh karena sifat Hak
Tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutaiegtti, yang didasarkan
pada satu perjanjian utang piutang atau perjanigam maka kelahiran dan
keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yigamgid pelunasannya, hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UUHT. Pendapalis?emenerangkan proses
pembebanaHak Tanggungan yang diawali dengan pemberian Haiggdungan
kemudian pendaftarannya dilakukan oleh KantortalRehan. Karena proses
Pendaftaran Hak Tanggungan harus terlebih dahuawatl dengan pemberian
Hak Tanggungan yang dibuatnya APHT oleh PPAT

Dari hasil penelitian penulis di Kantor Pertanahabupaten Bogor
yang didapat dari wawancara dengan KepalasiSd#ak Atas Tanah
menjelaskan bahwa proses pembebanan Hak Tagaguterdiri atas dua
tahap vyaitu tahap pemberian Hak Tanggungamg ydilakukan dihadapan
PPAT dan tahap pendaftaran Hak Tanggunggang dilakukan oleh
Kantor Pertanahaf.

Adapun proses pembebanan tersebut yaihlaptaPemberian yang
dilakukan dihadapan PPAT menurut peraturan Pergpdadangan yang
berlaku, PPAT atau pejabat umum vyang bemgnamembuat akta
pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan aki@n dalam rangka
pembebanan hak atas tanah, yang bentuk akttelgh di tetapkan, sebagai
buku dilakukannya perbuatan hukum tertentu geeai tanah yang terletak

“3 Ujang RukmanWawancaraKepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan,
(Bogor, 14 Desember 2010)
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didalamdaerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukansebagai yang
disebutkan  diatas, maka akta-akta yang dimiedt BPAT merupakan akta
yang otentik.

Mengenai kewenangan PPAT untuk membuat APHT inaghdkan pada
ketentuan Pasal 1 dan 10 ayat (2) UUHT jo Pasgh6 (@) dan Pasal 44 ayat (1)
PP Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 95 ayat (1) PMNARA Nomor 3 Tahun
1997 jo Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentangtfanaJabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Untuk selanjutnya para pihak (kreditor dan debitegbelum melaksanakan
pembuatan APHT dihadapan PPAT, PPAT mempunyai kiearajlebih dahulu
untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan pasarkRertanahan setempat
mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanahHeRWMIlik Atas Satuan Rumah
Susun yang akan dijadikan jaminan dengan daftey gda di kantor tersebut. Hal
ini telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 97 @)aPMNA/Ka.BPN Nomor 3
Tahun 1997 menyebutkan, bahwa :

“sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai gahasn atau

pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas 8aRwamah Susun

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaardapaKantor

Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hakeatals atau Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dendfan-dkftar yang

ada pada Kantor Pertanahan setempat dengan menmimrhsertipikat

asli.”

Disinilah terlihat fungsi dan tanggung jawab PPA®lain rangka
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tandgh. PPAT wajib dibuat
sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagaardgang kuat untuk
pendaftaran pembebanan hak yang bersangkutan. &dedna itu PPAT
bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarakws#ghnya perbuatan hokum
yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokliten yéng terdapat dalam
sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Karfartanahan, dan apabila
sertipikat tersebut sesuai dengan daftar-daftag yala, maka Kepala Kantor atau
pejabat yang ditunjuk membubuhkan pada halamarbpban sertipikat yang asli
dengan cap atau tulisan dengan kalimaPPAT....telah mintapengecekan

sertipikat “, kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekantang waktu
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penyelesaian pengecekan sertipikat ini diatur dal®asal 97 ayat (7)
PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan nf@mbalian
sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) uklak pada hari yang sama
dengan hari pengecekan”. Maksud dari ketentuan aik@lah penyelesaian
pekerjaan permohonan pengecekan sertipikat hadsslpai itu juga atau dengan
kata lain bahwa penyerahan sertipikat yang sudalibdihi tanda pengecekan oleh
Kantor Pertanahan itu harus dilakukan pada tanggat) sama dengan tanggal
permohonan pengecekan oleh PPAT dimaksud.

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan bpatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibudeéh o PPAT sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berl&umulirnya disediakan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atdeliddi kantor-kantor pas

Sebelum dibuatnya Akta Pemberian Hak TanggungaPH{A oleh
PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kbesjiuntuk
mengumpulkan data yuridis yaitu menyangkut subye&lof debitor dan
kreditor serta calon pemberi dan penerima Hak Tangan) dan data fisik
dari obyek Hak Tanggungdf

Berdasarkan data tersebut PPAT dapat mengetahwebhang atau
tidaknya para pihak untuk melakukan perbuatakuimutersebut atas haknya,
yang pada akhirnya PPAT dapat memberi kepntuantuk menerima atau
menolak dalam membuat APHT tersebu

Dalam pemberian Hak Tanggungan wajib hadir dipad PPAT.
Jika karena suatu sebab tidak dapat hadir, iabwajenunjuk pihak lain
sebagai kuasanya, dengan surat kuasa membeban&kn tamggungan
(SKMHT) yang berbentuk aktaertik.*®

Pembuatan akta yang dilakukan oleh PPATushadisaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang menukatentuan petaran
perundang-undangan yang berlaku memenuhi syaraitk bertindak sebagai
saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberak&es antara lain

* Miranti Kresnaning TimurWWawancara Notaris Kabupaten Bogor, (Bogor, 6 desember
2010)
** |bid
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mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, lddmradokumen-dokumen
yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telalaksiinakannya
perbuaan hukum tersebut oleh para pihak y@ergangktan.

PPAT wajib membacakan akta kepada para pysailg bersangkutan
dan juga memberikan penjelasan mengenai isi dansumalembuatan akta
pemberian Hak Tanggungan, dan prosedur deéamda ke Kantor Pertanahan
yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuantete yang berlaku

Menurut Ibu Miranti Kresnaning Timur PPAT di Kalaipn Bogor
selaku responden, di dalam Akta Pemberian Hak Targgn (APHT) wajib
dicantumkan

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tagggun

b. domisili pihak-pihak , dan apabila di antara rek@ ada yang
berdomisili di luar Indonesia baginya haruslapwicantumkan suatu
domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal donmigllihan itu tidak
dicantumkan, kantor Pejabat Pembuat Akta Tanahpdé pembuian

Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap seldmaisili yang

dipilih;

C. penunjukan secara jelas utang atau utang-utangdigmgin ;
d. berapa besar nilai Tanggungannya dan;
e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

Dan juga dalam Akta Pemberian Hak Tanggungajib dicantumkan
mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijaaninkiuk sahnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan Menurut ketentuan Pakahyat (1) UUHT
tersebut memberikan asas spesialitas kepada &takglingan. Penjelasan Pasal
11 ayat (1) UUHT mengemukakan bahwa ketentuan menetapkan isi yang
sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Flakggungan.

Apabila Tidak dicantumkannya secara lengkap hbly@ng disebut
pada asal dan ayat tersebut diatas, maka dalana Aldmberian Hak
Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutahdsahi hukunf®

Berikut adalah hasil penelitian penulis mengegm@ses pemberian

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PPAT di KabupaB®mgor melalui

“6 Miranti Kresnaning Timur Wawancara Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, (Bogor,
11 Desember 2010)
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beberapa tahap, tahap-tahap tersebut addlah

a. Didalam proses permohonan Hak Tanggungan Akta Pasnbélak
Tanggungan (APHT ) dibuat 2 lembar yang semuanlyd iasoriginali” ,
yang ditandatangani oleh pemberi dan pemegang Halggungan
beserta dua orang saksi serta Pejabat Pembuat Tkiah (PPAT).
Dalam pembuatan APHT tidak adamihuta akta” dan tidak juga
dibuat salinannya dalam bentugrbsse”. Lembar pertama akta tesebu
disimpan pada kantor PPAT, lembar kedua dan saipdr salinannya
yang sudah diparaf oleh PPAT untuk disahkansebaginan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuémbuat sertipikat
Hak Tanggungan, berikut warkah-warkah yang dipenfuklisampaikan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bd&gyerahan berkas-
berkas ini wajib dilakukan paling lambat tujuh hakerja setelah
ditandatangi.

b. Apabila obyeknya berupa hak atas tanah &t@u milik atas satuan
rumah susun yang sudah didaftar atas nama pembé&riTENhggungan,
maka dokumen atau berkas yang dibutubkatah

1) Surat pengantar dari PPAT vyang dibuat rangkap dan
memuat jenis surat-surat yang disampaikan

2) Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungainpdaerima
Hak Tanggungan

3) Foto copy identitas pemberi dan pemegang Hak

4) Tanggungan

5) Sertipikat asli hak atas tanah atau hak kmiitas satuan
rumah susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan g(yan
sudah dibubuhi dengan catatan kesesuaian data gedagdi
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

6) Lembar ke 2 APHT,

7) Salinan APHT yang sudahdiparaf oleh PPATgyhersangkutan,
untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepalaté&tanPertanahan

Kabupaten Bogor dalam pembuatan sertipikat Hadg@angan

" Ibid
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8) Surat kuasa membebankan Hak Tanggun@€MHT) apabila
pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kpasa

Dalam hal Surat kuasa membebankan hak tagggu terhadap hak
atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengembuatan akta pemberian
Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) nbsésudah kuasa tersebut
diterima. Sedangkan surat kuasa membebankan Haggliagan mengenai hak
atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengakta pembuatan Hak
Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sestitherikan®®

Dalam hal obyek Hak Tanggungan belum téadaftau dengan kata lain
obyek Hak Tanggungan tersebut berasal dari konhaisiyang lama yang telah
memenuhi syarat untuk didaftarkan pemberian Halknggungan dilakukan
bersamaan dengan permohonan Hak Tanggungan yasanpkutan pada kantor
pertanahan Kabupaten Bogor

Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-ugddomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan bahwa yang dimaksud demgaryang lama adalah
pemilikan atas tanah menurut hukum adat yang teldh, tetapi proses
administrasi dan konversinya belum selesai dila&kan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah syaragsygang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang mengealaksanaan konversi
hak-hak yang lama menjadi hak milik menurut UUPAlaKukan bersamaan
dengan permohonan pendaftaran hak atash tamag bersangkan. Berarti,
bahwa pemberian Hak Tanggungan dan pembuatan AR Tapat dilakukan
dalam keadaan tanah yang dijadikan obyek Hak Targgu belum
bersertipikaf'®

Permohonan pendaftaran hak atas tanah teidiejukan bersamaan
dengan pemohonan pendaftaran Hak Tanggungag bersangkutan. Dengan
demikian pembuatan APHT tidak perlu menunggu sanmadi atas tanah yang
dijadikan jaminan bersertipikat atas nama pembetk Flanggungan. Apabila
obyeknya berupa hak atas tanah yang belum terddferena belum ada
sertipikat, sebagai gantinya diserahkan sleterangan dari Kantor Pertanahan

* Miranti Kresnaning TimuryWawancaraNotaris/PPAT Kabupaten Bogor, (Bogor, 6
desember 2010)

“9Boedi HarsonoSejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agrafip.cit,
Halaman 439.
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atau pernyataan dari pemberi Hak Tanggungan, b&med yang bersangkutan
belumterdaftar.

Dalam hal pemberi Hak Tanggungan beluercatat sebagai
pemegang hak maka terdapat ketentuan yang mengaugenai peristiwa
hukum seperti pewarisan danperbuatan hukupergsepemindahan hak jual/beli
dalam tata hukum nasional yang sifatnya “tunailage arti hak atas tanah
yang bersangkutan berpindah dengan pembatarahnya oleh pembeli
Maka dalam peristiwa hukum tersebut pemberk HTanggungan sudah
menjadi pemegang haknya, biarpun belum dibukukdandduku- tanah dan
diterbitkan sertipikat jika mengenai tanah-tanatkase hak milik adat. Dan
belum dicatat dalam hak atas tanah yang sudahtdidaf

Menurut keterangan dari Jamaludin, SH, MH.aleeKepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor ketentuan itu Ka&ada untuk memberi
kesempatan lebih dini kepada pemegang hak tatah untuk memperoleh
kredit.Juga untuk mendorong pensertipikat@mah-tanalyang belum didaftar
yang jumlahnya cukup banyak.

Apabila hak atas tanah atau hak milik atas satuamah susun yang
dijadikan obyek Hak Tanggungan sudah terdaftaraptebelum atas nama
pemberi Hak Tanggungan, dan diperoleh pemberi raiggungan karena
peralihan hak melalui pewarisan hak atau pdatian hak, dokumen
permohonan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahbopgsen Bogor wajib
dilengkapi dengan

a. Dokumen yang membuktikan adanya perwarisanpggoindahan hak
tersebut yang mengakibatkan beralihnya hak atasekobyHak

Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan yaitu

1) Dalam hal pewarisan, surat keterangan sebagai vednlis dan
akta pembagian warisan apabila sudah diadpkarbagian
warisan

2) Dalam hal pemindahan hak karena lelang maka dokwaeg

dibutuhkan adalah kutipan risalah lelang

0 Jamaludin, SH, MH.Wawacara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor, (Bogor, 14 Desember 2010
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3) Dalam hal pemindahan hak melalui jual beli makang
diserahkan adalah akta jual beli.

4) Dalam hal pemindahan hak melalui pemasukan huzdam
perusahaanir(breng)maka dokumenyang dibutuhkan adalah akta
pemasukan ke dalam perusahaan

5) Dalam hal pemindahan hak melalui tukar-menukska yang
dibutuhkan adalah akta tukar menukar

6) Dalam hal pemindahan hak melalui hibah maka dokuyaag
dibutuhkan adalah akta hibah.

b. Bukti pelunasan pembayaran bea pembebanan hak tatadh dan
bangunan dalam hal bea terutang (UU 21/ 1997 tgr&iHTB);

c. Bukti pelunasan pembayaran PPh dalam halk pegesebuterutang.

Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hasil peraisadari hak
atas tanah induk yang sudah didaftar dalamatus usaha kapling
perumahan kawasan industri atau perusahaan inti raky&R) dan
diperoleh pemberi Hak Tanggungan melalui pemindahak, yang wajib
diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Baplah dokumen yang
membuktikan adanya perwarisan atau pemindalmk tersebut yang
mengakibatkan beralihnya hak atas obyek Hak Targgukepada pemberi Hak
Tanggungan, bukti pelunasan pembayaran bea pendrelak atas tanah dan
bangunan dalam hal bea terutang dan bukti pelureabayaran PPh dalam hal
pajak tersebut terutang yang sertipikat aslinydadddari hak atas tanah yang
akan dipecah (“sertipikanduk”) disertai Akta Jual Beli antara pemegands ha
atas tanah induk dengan pemberi hak tanggungargenan hak atas tanah
yang merupakan bagian atau pecahan dari bidany tadak tersebut.

Apabila obyek Hak Tanggungan dalam keadaangketa maka
menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (f) PRmdlo24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, PPAT wajib menolakigaan untuk membuat
APHT, apabila tanah yang akan dijadikan obyd&k Tanggungan dalam
keadaan sengketa atau perselisihan.

Karena pada umumnya PPAT tidak mengetahua athu tidak
sengketa pada tanah tersebut, maka PPAT wagmanyakan hal tersebut
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kepada pemberi Hak Tanggungan. Jika jawaya tidak tersangkut
dalam keadaan sengketa maka didalam APHTu gBcdantumkan penyataan
tersebut sebagai jaminan kreditor penerima Hak dangan

Apabila pemberitahuan tidak ada maka PPATmat APHT
sesudah pemegang hak membuat pernyataan, bahwakamglijadikan jaminan
Hak Tanggungan itu tidak sedang dalameengketa, dan pernyataan
tersebut diterima oleh penerima Hak Tanggungan

Setelah menerima dokumen-dokumen yang diserahkan petugas
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang ditunjuk dalzath ini adalah
kepala seksi hak-hak atas tanah (HAT) membubuh&ap dan tanggal
penerimaanya pada lembar kedua surat pengantardysetgut ditas

Dokumen tersebut merupakan tanda bukti penerimaenkas yang
bersangkutan dan disampaikan kembali kepada PPATRlun petugas dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyerahkgkasnya. Setelah itu
maka proses pendaftaran Hak Tanggungan dan ptmerbertipikat siap
berjalan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) ini dibuat teaqm 4 (empat),
yang 2 (dua) lembar bermaterai, 1(satu) lembar ndigan sebagai arsip di
kantor PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) dan I (sd¢mbar lagi
digunakan untuk mendaftar ke Kantor Pertanaharbupaten Bogor. Sedang
2 lembar lagi dibuat tidak bermaterai untuk dikeni kepada debitor dan
kreditor, masing-masing memegang 1(satu) lemd@HT (Akta Pemberi Hak
Tanggunganj’

Maka setelah dibuatnya APHT oleh PPAT, kévemj bagi PPAT
untuk segera mendaftarkan APHT tersebut ke KantotaRanan Kabupan
Bogor, yaitu untuk memenuhi asas publisitas sebayairat lahirnya Hak
Tanggungan Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di toKan
Pertanahan Kabupaten Bogor berpedoman pada

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ¥ary Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak TamgguAtas

*1 Miranti Kresnaning TimurWWawancaraNotaris Kabupaten Bogor, (Bogor, 6
desember 2010)
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TanahBeserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Teerg Pendaftaran Hak
Tanggungan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terfamglaftaran
Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KepaldaBaertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuankpate PP No.
24 Tahun 1997 .

e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentangtu?an
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemgapendaftaran
Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan KabupatgoBselambat-
lambatnya adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah pea@mganan Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (Pasal 13 ayatJ(2)No. 4
tahun 1996)

Menurut keterangan Kepala Seksi Hak Atas ha(tdAT) Kartor
Pertanahan Kabupaten Bogor APHT wajib irgikkan pada Kantor
Pertanahan oleh PPAT beserta warkah lain yang ldkzer. Karena di Kaor
Pertanahan Kabupaten Bogor berlaku 5 harijakeyaitu senin sampai
jum’at maka jika tujuh hari tersebut jatuh pada haritisadtauminggu dapat
diproses kembali pada hari seffn

Pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukai Kéentor Pertanahan
Kabupaten Bogor yaitu dengan membuatkan buku t&feh Tanggungan dan
mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yamgadne obyek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut patigilsst hak atas tanah yang
bersangkutan. Hak Tanggungan lahirpada haangdal buku-tanah  Hak
Tanggungan. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungaka Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor menerbitkan seatipttak Tanggungan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitiN&Ror 24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Mentkgraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Nomor 3 tahun 1997.

Sertipikat tersebut mempunyai kekuataksekutorial yang sama

dengan putusan pengadilan yang telah mempera&kkuatan hukum tetap

2 Ujang Rukman,Wawacara Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertamaha
Kabupaten Bogor, (Bogor, 14 Desember 2010)
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dan berlaku sebagai penggamfiosse acte hypotheedepanjang mengenai hak
atas tanah. Sertipikat Hak Tanggungan diberikana#@ppemegang Hak
Tanggungan (kreditor)

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dkepi dalam pendaftaran
Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan KabupBtgor meliputi:>®

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangudiboleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)

c. Sertipikat asli Hak Milik jika tanah sudah pernardaftar jika belum
maka harus membawa persyaratan seperti padapsaabhonan
pendaftaran pertama kali hak atas tanah;

d. Surat pemohonan pembebanan Hak Tanggungan.

e. Foto copy KTP pemberi Hak Tanggungan

f. Foto Copy KTP Penerima Hak Tanggungan/Bank
Adapun mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan yalakukian

oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogomhdsgbagai beriktft

1) Mendaftarkan pada loket pendaftaran;

2) Mengisi blanko permohonan perittaan

3) Pemeriksaan keabsahan akta oleh kepala sulb seks
peralihan, pembebanan hak, dan PPAT

4) Membayar biaya pendaftaran, berdasarkan PP. h8nTa
2010.

5) Proses pengerjaan berupa pengetikan blanko ettipiak
Hanggungan, mengisi atau membuduku tanah yang
menjadi obyek Hak Tanggungan;

6) Salinan APHT dijilid bersama sertipikat Hak Tanggan

7) Diserahkan pada kepala sub seksi peralihan, peanbab
hak dan PPAT;

8) Akta asli yang bermaterai menjadi arsip buku taitk
Tanggungan;

9) Kemudian dikoreksi oleh kepala seksi pengukucdam

3 Ujang Rukman,Wawancara Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor
Pertanahalsgabupaten Bogor, (Bogor, 14 Desember 2010)
Ibid
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pendaftaran tanaldan diajukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogotukditanddaangan;j

10)Setelah penandatanganan oleh Kepala Kantor Phaana
Kabupden Bogor kemudian diberikan kepada petugas
pembukuan dan

11)Sertipikat Hak Tanggungan sudah dapat diambilahtr
Pertanahan  Kabupaten Bogor oleh PPAT yang
bersangktan.

Sertipikat terdiri dari salinan buku tanahakH Tanggungan dan
salinan APHT yang keduanya dibuat dalam satu samipkiimen. Pada sampul
setipikat dibubuhkan irah-irah yang berbunyi “DEMI KBEALAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”. Dan dengardemikian
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengausgu pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berkbagai pengganti
grosse acte hypotheaepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi irahyaab
dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan tersebdimaksudkan untuk
menegaskan adanya kekuatan eksekutorial padapilsatr Hak Tanggungan,
sehingga apabila debitor cidera janji (wan@®$t siap untuk dieksekusi
seperti halnya suatu putusan pengadilan yatgh memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kemudian sertipikat Hak Tanggungdemkan kepada pemegang
Hak Tanggungan yang bersanggku

Dengan adanya penjelasan mengenai pembebatkam&hggungan
yang didapat dari hasil penelitian penulis di KanRPAT Kabupaten Bogor
dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bahwipigat Hak Tanggungan
pada dasarnya merupakan suatu tanda bukti mengeéaaya Hak Tanggungan
Menurut penulis proses Pembebanan Hak Tangowagey dilakukan didalam
prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan yang adm d Undang-undang
Hak Tanggungan yaitu meliputi pemberian Hakgtaingan yang dibuatnya
APHT oleh PPAT. Pada Pasal 10 ayat (1 & 2) Bahwamlerian Hak
Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikdak Tanggungan
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan Pembedak Tanggungan
dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hdlanggungan oleh

PPAT sesuai dengan peraturan perundang-uadarygng berlaku. Yang
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kemudian didaftarkan kepada KanRertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah penandatangan APHT oleh Kefaidor Pertanahan.
Selanjutnya Kantor Pertanahan membuatkan buknah Hak
Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah yangadneobyek Hak
tanggungan serta menyalin cacatan tersebua sadtipikat Hak Atas Tanah
yang bersangkutan. Tanggal buku tanah Hak Tangguadalah hari ketujuh
setelah penerimaan secara lengkap syarat yanglukigerbagi pendaftaran
Hak Tanggungan, kemudian Kantor Pertanahan ehasudan sertipikat Hak
Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tenygom Berdasarkan hasil
wawancara penulis, proses pendaftaran akta pemaelaak tanggungan di
kabupaten Bogor meski sudah sesuai pelaksanaaapiyaénjadi tidak efektif
dan efisien dikarenakan masih adanya Pejabat Peémflta Tanah yang
terlambat mendaftarkan Akta Pemberian Hak tanggunelain itu pihak
Kantor Pertanahan Bogor hanya memberikan sankgamikepada para Pejabat
Pembuat Akta Tanah yaitu berupa teguran lisan ssgdingga kurang

memberikan efek jera kepada Pejabata Pembuat Aktahltersebut.

2.7.2. Akibat hukumnya apabila APHT yang Terlambat di daftarkan
olen PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan cara
penyelesaiannya.

Penyerahan berkas pendaftaran Hak Tangguggag dilakukan oleh
PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,ndgleakteknya para PPAT
di  Kabupaten Bogor pada dasarnya sudah melaksanaksuai Yyang
digariskan dalam peraturan perundang-undangaity PPAT yang membuat
APHT tersebut untuk selambat-lambatnya dalam juljuhari kerja setelah
penandatanganan akta tersebut diserahkan kepadarKertanahan Kabupaten
Bogor.

Hasil Wawancara Penulis kepada responden sebagabegyi Hak
Tanggungan yang ditemui di Kantor PPAT Kabupatergd8p mengatakan
bahwa APHT yang diambil atau dijanjikan oleh PPATKabupaten Bogor
biasanya kurang lebih 2 minggu atau 12 (dua pelasi kerja, dengan

wawancara tersebut sebenarnya pihak pemberi Hakgglagan sebagai
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respondensudah mengetahui keterlambatan pendaftaran tersakan tetapi
respoden tersebut tidak mempermasalahkanngag ypenting sertipikat Hak
Tanggungan tersebut dapat diambil responden dakiTPPang bersangkian>

Namun demikian, pada kenyataannya dalam pi@nelpenulis di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan meara dengan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Masih adanya AP&g yudah masuk
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk didafiaberapa APHT
tersebtt mengalami keterlambatan dalam pengirimannya katdfaPertanahan
Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh PPAT db#paten Bogor tersebut.
Mengenai Ketentuan Pendaftaran tersebut dafahdkan pada

a. Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 188f&ng Hak

Tanggungan, yang menyatakan bahwa selambat-langbatnytujuh)

kerja setelah penandatanganan APHT sebagaimanakdlichalalam

Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan HAP yang

bersangktan dan warkah lain yang diperlukan kepadantér

Pertanahan

b. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24iirdi®97, yang
menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujué)i tkerja sejak
tanggal ditandatanganinya akta yang bersangku@PAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokuméantien yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didafta

Meskipun penyerahan APHT ke Kantor Pertanahan gaiem Bogor
sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebagian b&#ar i Kabupaten Bogor
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundaheagan yang berlaku,
namun tidak mengakibatkan batalnya APHT yang dimék$an memangdak
ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan baémgan keterlambatan
penyerahan APHT tersebut menjadikan akta yang hgkstan batal.

Menurut ibu Miranti Krenaning Timur PPAT diaupaten Bogor
dengan keterlambatan pendaftaran APHT ke Kantotafanan Kabupaten
Bogor, akibat hukumnya tidak mengakibatkan prossland pendaftaran APHT
tersebtt menjadi batal, akan tetapi APHT tersebut masius diproses oleh

%5 Ardi Wijaya, Wawancara Pemberi Hak Tanggungan Kabupaten Bogor
(Bogor, 6DesembeR010)
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Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sampai sertipikat Halgdungan yang
mengalami keterlambatan tersebut di tandatangamh oKepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor dan dapat diambil di&iTR/ang bersanghan®®

Walaupun pengirimannya terlambat, Kepala KantorrtaP@han
Kabupaten Bogor tetap wajib memprosesnya. TeRPAT yang bersangkutan
bertanggung jawab terhadap semua akibat, termasulgikn yang diderita
pihak-pihak yang bersangkutan, yang disebabkan ok&terlambatan
pengiriman berkasm tersebut. Contohnya adalah Halggiangan tidak dapat
didaftar, karena tanah yang menjadi obyek Hak Tanggn telah kedahuluan
terkena sita jaminan

Lantas alat bukti yang digunakan oleh PPA#@lam pembuatan
APHT dan surat-surat dokumen apa yang waglisampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor? Dalanenke&n Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionabaro3 tahun 1997, yaitu
tergantung pada keadaan obyek Hak Tanggungan. Reajennya dilakukan
dengan surat pengantar PPAT, yang dibuat rangkapdan menyebut secara
jelas jenis surasura dokumen yang disampaikan.

Hal inilah yang sedikit banyak telah mempengarkinerja PPAT di
Kabupaten Bogor dalam menyerahkan akta tersebutkdwetor Pertanahan
Kabupaten Bogor. Hal ini didukung oleh ketamuPasal 114 ayat (7)
Peratuan Menteri Negara Agraria/Kepala BadaertaRahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa ketentsabagaimana
dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan (6) hargsa jdilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan, walaupun pengiriman berkas olePATPRlilakukan sesudah
waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan (2).

Dalam penyelesaian suatu tindakan yang dilakulkdoagian PPAT di
Kabupaten Bogor yang melanggar ketentuan dalaelakukan pendaftaran
Hak Tanggungan kemKantor Pertanahan di KabupatemgoBonengenai
keterlambatan pengajuan APHT vyang seharusnya 7uhftupari setelah
penandatanganaAPHT tersebut, maka untuk terjaganya ketertibatalam

proses pendaftaran Halanggungan di Kantor Pertanahan KabupatenBdgor

*® Miranti Kresnaning Timury\WawancaraNotaris Kabupaten Bogor, (Bogor, 6 Desember 2010)
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juga agar pihak-pihaitang bersangkutan tidak di rugikan harus adany&ssan
tegas agar PPAT di Kabupaten Bogor tidak melakukegi pelanggaran
tersebut.

Karena hal di atas menyangkut masalah petalesn dari suatu
ketentuan hukum, maka dalam menyikapi hal tersetudah seharusnya
dikembalikan pada ketentuan hukum yang mengaturnfyabagaimana
ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUHT, bahRegabat yang melanggar
atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimanakdid dalam Pasal 11
ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayatftiang- undang ini dan/atau
peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksneratif, berupa

a. teguran lisan
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari jaive

d. pemberhentian dari jabatan

Di samping ketentuan di atas, pada Pasal 62 PamtBemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 juga secara tegas menyebutkianabPPAT yang dalam
melaksanakan tugasnya mengabaketertuan-ketetuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40ttraraPemerintah nomor 24 tahun
1997 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikleh Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk dikenakan tindakan administrasiba, teguran tertulis sampai
pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengdak mengurangi
kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihakatih yang menderita
kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketemketentuan tersebut.

Menyikapi kinerja PPAT yang demikian itu tidalapht dilepaskan
dari fungsi Kepala Kantor Pertanahan KabupatenoB@gbagai instansi yang
diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan daggwasan kepada PPAT
di wilayahnya.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal-pasal mengamalaftaran
APHT vyang harus sesuai dengan peraturan peruadadangan yang berlaku
dan juga tentang sanksi administrasi yang diberikapada PPAT yang
melakukan kelalaiannya tersebut diatas, maka dglemyelesaian mengenai

keterlambatan penyerahan APHT yang dilakukan oleh PPR#&T Kantor
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PertanahanKabupden Bogor. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogdragai
instansi pemerintah yang berwenang dalam megjekinerja PPAT di
Kabupaten Bogor harus memberikan pengarahan telguran, baik itu
teguran lisan maupun tertulis kepada PPAT yangktichelakukan tugasnya
dengan baik agar PPAT di wilayah Kabupaten Bogonjatk lebih disiplin
dalam melakukan pekerjaannya sebagai PPAT
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantertafahan
Kabupaten Bogor, bahwa sampai sejauh ini Sankdministratif yang
pernah diberikan hanyalah teguran lisan dan tegusatulis saja, untuk
pemberhentian sementara dari jabatan dan pembiemhejabatan belumdi
tindak secara tegas oleh Kepala Kantor Pertanabanpéaten Bogot’
Hasil penelitian penulis yang didapat dari waveaacdengan kepala
Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan KabupaBwgor mengenali
mekanisme teguran lisan kepada PPAT kabupaBagor di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai berikut
1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor meskan
kepada Subsi Tata Usaha untuk membuatt speananggilan
kepada PPAT yang bersangkutan
2) PPAT yang bersangkutan menghadap secamgsung kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sesuaigatien
tanggal yang termuat dalam surat pemangghkamudian
Kepala Kantor Pertanahan memberi teguraaradisan kepada
PPAT agar tidak mengulangi kelalaiannya dalamterk@mbatan
mendaftarkan APHT ke Ké&or Pertanahan
3) Setelah PPAT yang bersangkutan diberi teguran lidah Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, kemudian Kepalator
Pertanahan menugaskan kepada Kepala Seksi Hak Pdaah
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk membuatabecara

telah dilaksanakannya teguran lisan kepada PPAT g yan

>’ Jamaludin, SH, MH., Wawancara, Kepala KantortéP@han Kabupaten Bogor
(Bogor, 14 Desember 2010)

8 Ujang Rukman,Wawancara Kepala Seksi Hak Atas Tanatantor
PertanahatKabupaten Bogor, (Bogor, 14 Desember 2010)
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bersangkutan

4) Kemudian berita acara yang telah dibtexsebu ditandatangani
oleh PPAT yang bersangkutan dan KepalatétaRertanahan
Kabupaten Bogor pada hari itu juga

Apabila teguran lisan yang telah diberikateho Kepala Kator
Pertanahan Kabupaten Bogor diabaikan oleh PBAmg bersangkutan dan
PPAT tersebut mengulangi lagi kelalaianya mala keterlambatan
menddtarkan APHT ke Kantor Pertanahan KabupatemgoB maka
Kepala Kantor Pertanahan memberikan tegurartulise kepada PPAT
tersebut yang memuat bahwa PPAT yang bersangkutiah tmelanggar
ketentuan yang berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dndatang Nomor 4 tahun
1996 temang Hak Tanggungan. Dan telah mengabaikan tedis@m sesuai
dengan berita acara yang telah dibuat oleh KepektsiSilak Atas Tanah Kantor
Petanahan Kabupaten Bogor.

Setelah apa yang telah diuraikan semua dalam gkraélari hasil
penelitian penulis, maka dari hasil penelitiandbrg diatas diketahui tidak
adanya hambatan yang menimbulkan APHT yangftdidkan menjadi batal
dan tidak diproses oleh Kantor Pertanahan dktapi APHT tersebut masih
akan terus diproses oleh Kantor t@amhan Kabupaten Bogor sampai
keluarnya sertipikat Hak Tanggungan yatetph ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Menurut penulis APHT yang didaftarkan olelPAH ke kantor
Pertanahan kabupaten Bogor yang melebihi jangkatuwak (tujuh) hari
ternyata sanksi administratif yang dikenakan habhgaupa teguran lisan dan
teguran tertulis saja tetapi sanksi yang lebiberat lagi seperti
pemberhentian sementara dari jabatan dan pemlbieretari jabatan belum
dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabup&ogor. Berdasarkan
Pasal 23 ayat (1), bahwa seharusnya sanksi adratifisyang diberikan
berupa

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara dari jabatan;dan
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d. Pemberhentian dajabaan.

Pendapat penulis kurang setuju mengenai sanksinadratif yang
diberikan kepada PPAT vyang lalai dalam tfatebatan pengajuan
pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahdmupg&en Bogor, karena
dalam Pasal 23 ayat (1) ada 4 (empat) sanksi askmatifi yang harus
diberikan, tetapi sanksi administratif yang dikan hanya teguran tertulis dan
teguran lisan saja, pada hal masih ada sanksi @&tmiif yang lain yaitu

pemberhentian sementara dari jabatan dan pembennelatri jabatan
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